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BUPATI LAMPUNG TENGAH 

PROVINSI LAMPUNG 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

NOMOR  04 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2011  

TENTANG  PAJAK REKLAME 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LAMPUNG TENGAH, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan objek dan tarif pajak 
reklame sesuai perkembangan dan kondisi masyarakat 
serta dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan 

nomenklatur Perangkat Daerah yang membidangi pajak 
daerah, dipandang perlu untuk meninjau kembali 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 

Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;  
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a  
di atas, perlu menetapkan  Peraturan Daerah tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 

tentang Pajak Reklame; 
 

    

Mengingat : 1. Undang- Undang    Nomor    28    Tahun     1959   tentang    
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1091) sebagai undang-undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor  4355); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

 



 

 

  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 
2015 (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5772);  

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

  9. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5950); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali  diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 

tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 2080); 

  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 
tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1852); 

  14. 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah  Nomor  
05 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Tengah Nomor 4) 

 



 

 

  15. 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 

Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 23); 
 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah  Nomor  
09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 
09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah Nomor 06). 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 
 

dan  
 

BUPATI LAMPUNG TENGAH 

 

MEMUTUSKAN: 

    

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG  

PAJAK REKLAME 

   
 

Pasal I 
 

  Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 

2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Kabupaten Lampung 

Tengah Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten  Lampung  Tengah  Nomor 04)  diubah  sebagai 

berikut : 
 

  1.  Ketentuan   Pasal  1   diubah,   sehingga  Pasal  1   berbunyi 

     sebagai berikut : 

  Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

   1.  Daerah  adalah Kabupaten Lampung  Tengah. 

   2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

   3. Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom; 

   4.   Bupati adalah Bupati Lampung  Tengah. 

 

 



 

 

   5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah. 

   6.  Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi  Daerah yang 
selanjutnya disebut BPPRD adalah Badan Pengelolaan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung 
Tengah; 

   7.  Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 
orang pribadi atau Badan yang bersifat 

memaksaberdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya 

kemakmuran rakyat 

   8.   Reklame  adalah  benda,  alat,  perbuatan,  atau  media 

yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk 
tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat 
dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati 

oleh umum.  

   9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan 
reklame, 

   10. Subjek  Pajak  adalah orang  pribadi  atau Badan yang 
dapat dikenakan Pajak. 

   11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

   12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender 

atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan 
Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi 

dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, 
dan melaporkan pajak yang terutang. 

   13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 

tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan 
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

   14. Pajak  yang  terutang adalah pajak yang harus dibayar 

pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun 
Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

   15. Pemungutan  adalah  suatu  rangkaian  kegiatan mulai 

dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, 
penentuan besarnya pajak yang terutang sampai 
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta 

pengawasan penyetorannya. 

   16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir 
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

 



 

 

   17. Surat   Ketetapan  Pajak  Daerah,  yang   selanjutnya 

disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 

terutang. 

   18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan 
yang membetulkan  kesalahan tulis, kesalahan hitung 

dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan 
tertentu dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 
Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan 
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

   19. Surat  Keputusan  Keberatan  adalah surat keputusan 
atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 
Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan 

oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

   20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha 
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, 

atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh 
orang pribadi atau Badan. 

   21. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak 

atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 

   22. Pembukuan  adalah  suatu  proses   pencatatan  yang 
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data 
dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 

modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga 
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang 

ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa 
neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak 
tersebut.  

   23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. 

   24. Penyidikan  tindak pidana dibidang perpajakan daerah 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 
dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta 

menemukan tersangkanya. 

   25. Kas Daerah  adalah  tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar 
seluruh pengeluaran daerah. 

 
 





 

 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

NOMOR  4  TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2011 
TENTANG PAJAK REKLAME 

 
 

 
I. UMUM 

 

 

Bahwa Reklame berupa Large Electronic Display (LED) saat ini semakin marak. 

Jenis objek reklame tersebut belum secara jelas tertuang dalam Perda Nomor 

05  Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, untuk memberikan kepastian hukum 

terkait objek Reklame tersebut perlu menambahkan dalam ketentuan Objek 

Reklame. 

Sehubungan dengan tarif Pajak Reklame yang besarnya 20% (dua puluh 

persen) dalam kondisi saat ini tarif tersebut tidak sesuai lagi, untuk itu perlu 

dinaikkan menjadi 25%  ( dua puluh lima persen ).  

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah, ada beberapa nomenklatur Perangkat Daerah yang berubah 

diantaranya Dinas Pendapatan Daerah berubah menjadi Badan Pengelolaan 

Pajak dan Retribusi Daerah. 

 

Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, perlu melakukan 

perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I  

      Cukup jelas 

Pasal II  

       Cukup jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 
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